KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang

/

bahwa untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan
kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
Pemilu dan  Pemilihan, perlu  menyelenggarakan
Pendidikan Pemilih;

bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan
Pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, perlu menyusun standar pelayanan yang
berkualitas;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan dan
menerapkan Standar Pelayanan Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

idih.kpu.go.id/jateng/kudus




Mengingat

&

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);
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10.

11

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
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12.

13.

14,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1160);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
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15.

16.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 531);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun
2024 tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN
PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS.
Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi
seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan
pendidikan pemilih kepada masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

- #

Persyaratan

.

Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan
hukum;

Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU
Kabupaten Kudus paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;

Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan
pendidikan pemilih minimal adalah 15 (lima belas)
orang;

Pada surat permohonan disampaikan dengan jelas
mengenali :

a. Maksud dan tujuan kegiatan,

b. Tema dan bentuk kegiatan;

c. Waktu dan tempat pelaksanaan;

d. Jumlah, target dan segmen peserta kegiatan.

Sistem,
mekanisme

dan prosedur

Pemohon mengajukan permohonan layanan
pendidikan pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua
KPU Kabupaten Kudus dalam bentuk surat resmi
dengan menyebutkan nama organisasi pemohon
dan penanggungjawab serta mencantumkan

contact person yang dapat dihubungi :
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NO

KOMPONEN

URAIAN

\

Alamat Kantor : Jl. Ganesha IV Kelurahan
Purwosari Kecamatan Kota
Kudus, Kudus,

Jawa Tengah 59316

Kabupaten

Email kpudkudus@gmail.com

b. Ketua KPU Kabupaten Kudus menyampaikan
jawaban atas surat permohonan layanan
pendidikan pemilih paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah diterimanya surat permohonan;

c. Pelaksanaan layanan

pendidikan pemilih

dikoordinasikan  dengan  pemohon  dengan

memperhatikan kebutuhan, bentuk kegiatan,
karakteristik atau segmen = peserta, serta
ketersediaan waktu dan sumber daya KPU

Kabupaten Kudus.

Jangka waktu

pelayanan

Masing-masing kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan dan surat permohonan yang diajukan.

Jam pelayanan :

a. Senin-Kamis : pukul 08.30 - 15.00 WIB;

b. Jum’at: pukul 08.30 - 15.30 WIB.

Biaya/tarif

Tidak dipungut biaya.

Produk

pelayanan

Program kegiatan pendidikan pemilih oleh KPU
Kabupaten Kudus dilaksanakan dalam berbagai bentuk
dan metode dengan memperhatikan segmentasi dan
kebutuhan peserta, termasuk pemilih pemula dan
disabilitas. Pelaksanaan

penyandang layanan

diselenggarakan secara inklusif, aksesibel, dan
informatif sesuai dengan kebutuhan peserta serta
berorientasi pada peningkatan pemahaman kepemiluan

dan kepuasan masyarakat.

Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan/

apresiasi

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/

apresiasi dapat disampaikan melalui :

a. Kantor KPU Kabupaten Kudus, Jl Ganesha IV
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota Kudus,

Kab. Kudus, Jawa Tengah 59316
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KOMPONEN

URAIAN

Telepon/Fax : (0291) 445544
Email : kpudkudus@gmail.com
Website : wadul.kpu-kuduskab.go.id/

PENGELOLAAN PELAYANAN

: 8

Dasar hukum

a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;
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NO

KCMPONEN

URAIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29
Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta
Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum; dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620
Tahun 2024 tentang Sosialisasi dan Pendidikan

Pemilih dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan
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NO | KOMPONEN URAIAN
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. | Sarana dan | a. Laptop/komputer;
Prasarana b. Printer dan scanner;

c. LCD proyektor;

d. Jaringan internet/Wifi,

e. Meja dan kursi;

f.  Materi pendidikan pemilih;

g. Alat peraga pemungutan suara;

h. Sound system;

i Alat tulis kantor; dan

j.  Alat pendukung lainnya.

3. | Kompetensi Pendidikan pemilih dilaksanakan oleh personel yang
pelayanan kompeten di bidang kepemiluan, yaitu Komisioner KPU

d Kabupaten Kudus.
4. | Pengawasan Pengawasan internal pelaksanaan layanan pendidikan
internal pemilih dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
| oleh Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern

Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

5. | Jumlah a. 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Kudus;
pela‘ksana b. 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kabupaten Kudus;

c. 4 (empat) orang Kasubbag KPU Kabupaten Kudus;

d. 7 (tujuh) orang pelaksana anggota Badan
Koordinasi Kehumasan.

6. | Jaminan a. Layanan pendidikan pemilih akan dilaksanakan
pelayanan sesuai jadwal yang telah disepakati,

b. Layanan pendidikan pemilih difasilitasi oleh
personel yang kompeten;

c. Apabila pelayanan tidak sesuai standar, maka
penerima layanan dapat menyampaikan
pengaduan kepada pemberi layanan melalui
Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.

7. | Keamanan dan | a. Layanan pendidikan pemilih yang dilaksanakan di

keselamatan

pelayanan

kantor KPU Kabupaten Kudus dilengkapi dengan

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan
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NO | KOMPONEN

URAIAN

yang memadai, meliputi pos keamanan, jalur
evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
(P3K);

Layanan pendidikan pemilih yang dilaksanakan di
luar kantor KPU Kabupaten Kudus dilengkapi
dengan sarana dan prasarana keamanan dan
keselamatan yang dimiliki oleh
institusi/lembaga/organisasi yang mengajukan

permohonan fasilitasi layanan.

8. | Evaluasi
kinerja

pelaksana

Evaluasi kegiatan, terdiri dari:

- Notulen kegiatan;

- Dokumentasi dan publikasi kegiatan;

- Kelengkapan administrasi kegiatan;

- Penyusunan laporan kegiatan paling lambat 7
(tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM). Setelah pelaksanaan kegiatan,

pemohon layanan diminta untuk mengisi SKM

melalui tautan https://s.id/SurveiKPUKudus.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus




